
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan 
memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09 / 109 /2020, 
tanggal 27 Oktober 2020 perihal Persetujuan Jadwal 
Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan 
Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo dan Pemerintah Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah sesuai 
dengan perkembangan dinamika pemerintahan 
serta adanya perubahan pedoman retensi atau 
jangka waktu simpan arsip substansi urusan 
pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, 
sehingga perlu diganti dengan menerbitkan 
Peraturan Bupati yang baru; 

a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan 
arsip substantif urusan pemerintahan wajib 
berkaitan pelayanan dasar di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah 
Desa, diperlukan Jadwal Retensi Arsip terhadap 
arsip tersebut; 

Menimbang 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DAN 
PEMERINTAH DESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 114 T,\.uU.~ 2J2.'.) 

BUPATIPURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

!SALINANI 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor 
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 668); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Ketertiban dan Keamanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor 
Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 322); 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi 
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 665); 

Mengingat 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

4. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan 
pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum 
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 
ketenter~an, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, 
serta sosial seusai dengan kewenangannya. 

7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib 
dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI 
ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN W AJIB 
BERKAITAN PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DAN 
PEMERINTAH DESA. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 7 Tahun 
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 875), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 322); 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1668); 



(1) JRA Substantif urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 
pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 
dan Pemerintah Desa ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman 
bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyusutan 
dan penyelamatan Arsip Substansif. 

Pasal 2 

8. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya dapat disingkat JRA, adalah 
daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan 
atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi 
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, 
atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

9. Jadwal Retensi Arsip Substantif, yang selanjutnya disebut JRA 
Substantif, adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta 
jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya 
dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif bidang 
pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pendidikan dan pelatihan 
kearsipan, akreditasi kearsipan, pengkajjian dan pengembangan 
kearsipan serta jasa kearsipan. 

10. Jenis/Seri Arsip adalah unit- berkas yang dicipta, diatur dan 
dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau 
subjek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama. 

11. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu 
Jenis/Seri Arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan. 

12. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu 
Jenis/Seri Arsip pada Unit Pengolah; 

13. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu 
Jenis/Seri Arsip pada Unit Kearsipan. 

14. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa 
Arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan 
di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna. 

15. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa 
Arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan 
ke Lembaga Kearsipan Daerah/ Arsip Nasional. 

16. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan 
bahwa suatu jenis/ seri arsip belum dapat ditentukan nasib 
akhimya apakah musnah atau permanen. 

17. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip 
aktif. 

18. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip 
inaktif. 

19. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Purworejo yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 

20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN :::!020 NOMOR 104sERI E NOMOR ~9 

SAID ROMADHON 

Ttd 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 30 Desember 2020 

AGUS BASTIAN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 3~ Desember 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Angka 4, Angka 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.7, 5.9 dan Angka 7 dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 30 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 29 Seri E Nomor 3), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

(2) JRA Substantif urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 
pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 
dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


